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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Rancangan ini bertujuan untuk memberikan landasan dalam
pemberian bantuan pendidikan bagi murid dari keluarga miskin dan/atau
rentan terhadap risiko sosial yang terdaftar dalam database pengelolaan data
kemiskinan Kota Surakarta.

Pemanfaatan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
(BPMKS) ini untuk belanja peralatan dan perlengkapan sekolah dan
pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) diperuntukan bagi
murid di kesetaraan berusia maksimal 18 tahun dan penerima BPMKS yang
bersekolah di sekolah swasta pada semua jenjang.

Melalui Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS),
diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Surakarta.

Kami menyadari bahwa kerangka penjelasan/keterangan ini masih
memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritk dan saran yang membangun
sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga
kerangka ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang
berkepentingan dalam dunia pendidikan. Akhir kata, penulis mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
laporan ini.

Surakarta, Maret 2026
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang
dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya layanan
pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh
masyarakat.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat murid dari keluarga
miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial di Kota Surakarta yang
menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan
pendidikan, khususnya kebutuhan personal seperti peralatan dan
perlengkapan sekolah. Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat
partisipasi aktif murid dalam proses pembelajaran, bahkan dapat
meningkatkan risiko putus sekolah.

Di sisi lain, masih terdapat beban biaya pendidikan tertentu yang
harus ditanggung oleh peserta didik, khususnya pada satuan
pendidikan swasta serta pendidikan kesetaraan. Kondisi ini semakin
memperkuat perlunya intervensi Pemerintah Daerah melalui kebijakan
bantuan pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki database pengelolaan
data kemiskinan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam
penetapan penerima bantuan secara objektif dan terukur.
Pemanfaatan data tersebut menjadi penting dalam rangka memastikan
bahwa bantuan pendidikan diberikan kepada pihak yang benar-benar
membutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta
perlu menetapkan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota
Surakarta (BPMKS) sebagai instrumen untuk membantu pemenuhan
kebutuhan personal murid, serta memberikan dukungan pembiayaan
pendidikan tertentu, termasuk pembayaran SPP bagi murid pada



pendidikan kesetaraan dengan batas usia maksimal 18 (delapan belas)

tahun dan peserta didik pada satuan pendidikan swasta pada semua

jenjang.

Dengan demikian, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan

Wali Kota Surakarta sebagai landasan hukum yang memberikan

kepastian, arah kebijakan, serta pedoman dalam pelaksanaan BPMKS

agar dapat berjalan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan

berkelanjutan..

B. ldentifikasi Masalah

1.

Keterbatasan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi murid dari
keluarga miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Belum optimalnya mekanisme bantuan pendidikan di Kota
Surakarta.

Perlunya regulasi yang jelas dan akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan

1.

Memberikan landasan hukum bantuan pendidikan di Kota
Surakarta.

Menjamin tepat sasaran bantuan pendidikan bagi murid dari
keluarga miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Mendukung program pemerintah dengan mewujudkan wajib belajar
13 Tahun.

D. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2022 tentang
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2022-2026.



BAB I
POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dilandasi oleh
kebutuhan untuk menjamin pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan
bagi peserta didik dari keluarga miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Dalam hal ini, BPMKS merupakan instrumen kebijakan afirmatif yang
mendukung pemenuhan hak pendidikan serta bagian dari upaya
penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pemberian
BPMKS didasarkan pada database pengelolaan data kemiskinan Kota
Surakarta guna menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Pemanfaatan
BPMKS adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan personal murid
penerima BPMKS untuk belanja peralatan dan perlengkapan sekolah sebagai
penunjang proses pembelajaran. Pemanfaat BPMKS yang lain yaitu sebagai
dukungan pembiayaan pendidikan, berupa pemanfaatan bantuan untuk
pembayaran SPP bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan dengan usia
maksimal 18 (delapan belas) tahun serta peserta didik pada satuan
pendidikan swasta pada semua jenjang. Pengaturan melalui Perwali dengan
penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, melalui pengaturan
mekanisme pengusulan, verifikasi, penetapan, penyaluran, serta pelaporan
bantuan. Untuk memastikan bantuan Pendidikan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah menjadi tepat sasaran.



BAB il
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran yang menjadi pokok permasalahan yang akan diatur dengan

Perwali tentang BPMKS antara lain:

a.

Ketentuan umum

Mengatur tentang definisi istilah yang disebutkan/ dimaksudkan
dalam Perwali.

Prinsip dan sasaran

Mengatur tentang prinsip BPMKS dan sasaran penerima dari
jenjang Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah.

Pembiayaan, penerima dan besaran.

Mengatur tentang pembiayaan penyaluran BPMKS bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
Sasaran penerima BPMKS dan besaran bantuannya.

Pendataan

Mengatur tata cara pendataan penerima BPMKS yang selanjutnya
diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pemanfaat dan mekanisme pembelanjaan

Mengatur pemanfaat BPMKS yaitu untuk belanja peralataan dan
perlengkapan sekolah dan pembayaraan SPP. Serta penjelasan
mengenai mekanismenya.

Pencairan dan pertanggungjawaban

Mengatur pencairan dan pertanggungjawaban sesuai dengan
peraturan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Surakarta.

Ketentuan Penutup



B. Ruang Lingkup Materi
Jangkauan terkait pihak-pihak yang akan terdampak dengan Perwali
tentang BOSPDA meliputi:
a. Satuan Pendidikan
Seluruh Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan
Pemerintah Daerah.
b. Pemerintah Daerah
Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan
pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksana
penganggaran, penyaluran, dan pengawasan BPMKS.
c. Peserta Didik dan Orang Tua/Wali
Untuk menjamin keringanan beban kebutuhan murid dari
keluarga miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial dalam
penyelenggaran pendidikan.
C. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta

tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)

ditujukan untuk memberikan pedoman yang jelas, terarah, dan terukur
dalam penyelenggaraan bantuan pendidikan bagi murid dari keluarga
miskin dan/atau rentan terhadap risiko sosial antara lain:

a. Menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan
melalui penggunaan database pengelolaan data kemiskinan Kota
Surakarta sebagai dasar penetapan penerima.

b. Mendukung pemenuhan kebutuhan personal peserta didik
berupa pembiayaan peralatan dan perlengkapan sekolah sebagai
penunjang kegiatan pembelajaran.

c. Memberikan dukungan pembiayaan Pendidikan dalam
pembayaran SPP. Khususnya untuk pembayaran SPP bagi
peserta didik pada pendidikan kesetaraan dengan usia maksimal
18 (delapan belas) tahun serta peserta didik pada satuan
pendidikan swasta pada semua jenjang.

d. Mendorong pemerataan akses dan keberlanjutan Pendidikan



pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, serta pendidikan
kesetaraan, guna mengurangi potensi putus sekolah akibat
keterbatasan ekonomi.

. Mewujudkan tata kelola bantuan yang transparan dan akuntabel
melalui pengaturan mekanisme pengusulan, verifikasi, penetapan,
penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan BPMKS, termasuk perangkat daerah dan
satuan pendidikan.

. Menjamin pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan

untuk memastikan pemanfaatan bantuan sesuai dengan
peruntukan serta memberikan dampak terhadap peningkatan
akses Pendidikan



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Perwali tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat
Kota Surakarta sangat penting sebagai dasar hukum dan pedoman
teknis dalam pengelolaan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota
Surakarta bagi murid dari keluarga miskin dan/atau rentan terhadap
risiko sosial. Perwali memberikan kepastian aturan terkait mekanisme
penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
dana BPMKS agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dengan adanya Perwali Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota
Surakarta (BPMKS), Pemerintah Daerah memiliki instrumen yang jelas
untuk memastikan BPMKS tetap sasaran dan untuk mendukung
merataan akses pendidikan bagi murid dari keluarga miskin dan/atau
rentan terhadap risiko sosial dalam mewujudkan wajib belajar 13
Tahun.

B. Saran
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Bantuan Pendidikan
Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), disarankan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Pemutakhiran data kemiskinan secara berkala
guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai
dengan kondisi riil di lapangan.
2. Evaluasi kebijakan secara periodik
sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan BPMKS
agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.




DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor
75, 53 him).

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2022 tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026
(Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 85, 32 him).

Kepala Dinas Pendidikan




